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Abstrak

Tujuan dilakukanya penelitian yaitu untuk mengetahui berapa tingginya pengaruh
sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wp op
selama masa pendemi Covid-19 di Kabupaten Garut. Metode yang dipakai dalam
penelitian yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian
pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan, lapangan (kuesioner) dan studi
internet. Populasi yang dipakai dalam penelitian yaitu terdiri dari wp op kabupaten
garut dengan jumlah sampel sebanyak 100 wp. Teknik analisis data yang digunakan
yaitu analisis deskriptif & analisis regresi linear berganda, dan juga program
pengolahan data yang dipakai yaitu SPSS Versi 26. Hasil dalam penelitian yang
sudah dilakukan menunjukan bahwa sanksi perpajakan di kabupaten garut sudah
cukup baik dan baik untuk kualitas pelayanan perpajakan. Selain itu, sanksi
perpajakan dan kualitas pelayanan pajak mempengaruhi 27,9% kepatuhan wp op
selama wabah covid-19 di kabupaten garut, sedangkan 72,1% dipengaruhi oleh
factor lain tercakup pada penelitian ini.

Kata kunci: Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi

Abstract

The purpose of this research is to find out how high the effect of tax sanctions and
the quality of tax services is on WP OP compliance during the Covid-19 pandemic
in Garut Regency. The method used in this research is a quantitative descriptive
analysis method. In data collection research, namely library research, field
(questionnaire) and internet studies. The population used in the study consisted of
the wp op of garut district with a total sample of 100 wp.The data analysis technique
used was descriptive analysis & multiple linear regression analysis, as well as a
data processing program that used, namely SPSS Version 26. The results of the
research that has been conducted show that tax sanctions in Garut district are quite
good and good for the quality of tax services.In addition, tax sanctions and the
quality of tax services affect 27.9% of wp op compliance during the covid-19
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outbreak 19 in Garut district, while 72.1% were influenced by other factors included
in this research.

Keywords: Tax Sanctions, Quality of Tax Services and Compliance with Individual
Taxpayers.

1 Pendahuluan

Ketika virus corona melanda beberapa negara termasuk Indonesia, yang mengakibatkan impak
negatif yang akan menciptakan perekonomian dunia nir tidak stabil, sebagai akibatnya
mengancam sektor perpajakan pada semua global (Widyasari & Nataherwin, 2020). Akibatnya
ada beberapa persoalan yang timbul dan mempengaruhi segala bidang, termasuk sektor industri
& sektor ekonomi, dengan munculnya dampak dari pendemi corona atau Covid-19 yang akan
mengakibatkan pendapatan suatu negara mengalami ketidak stabilan atau penurunan, sebagai
akibatnya akan menyebabkan mutasi pajak yang nantinya akan membuat mutasi pajak yang
signifikan. Hal ini mengakibatkan pemerintah lebih memperhatikan pendapatan suatu negara atau
pengeluaran suatu negara, terutama yang berkaitan dengan menggunakan pemungutan pajak
(Ismunawan, 2022). Akan tetapi, sampai sekarang tingkat kepatuhan dan juga Kkinerja orang
pribadi masih belum sampai tujuan sesuai dengan yang diharapkan/ekspektasi. Tingkat
konsistensi individu warga negara, pada saat masa pendemi corona terjadinya penurunan setiap
tahunya. Sehingga dianggap menjadi penyebab merosotnya ketidak stabilan warga negara
(Sonjaya, 2020). Sehingga kegiatan/peristiwa yang dilakukan akan mengakibatkan penurunan
dan merusak kemampuan suatu negara untuk membayar utangnya (Rahayu, 2010).

tarif pelunasan biaya merupakan salah satu syarat bagi orang pribadi yang melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT) dalam menyelesaikan biaya sangatlah kurang sehingga mengalami
fluktuasi tiap tahunya. Tabel berikut berisi informasi tentang tingkat kepatuhan wp op selama
wabah covid-19 di Kabupaten Garut dari tahun 2019 hingga 2021, antara lain:

Tabel 1: Tingkat Kepatuhan WP OP Selama Masa Pendemi Covid-19 di Kabupaten Garut Tahun
2019-2021

No Tahun Jumlah WP OP WP OP Menyampaikan Tingkat
Terdaftar SPT% Wajib Pajak Kepatuhan

1 2019 240.348 109.174 45%

2 2020 154.165 133.411 86%

3 2021 178.943 108.051 60%

Sumber: KPP Pratama Kabupaten Garut

Pada tabel yang disajikan di atas, bisa diketahui wp op di kabupaten garut, terjadinya fluktuasi
pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Wajib pajak aktif tahun 2019 sebanyak 240.348 orang, turun
dari tahun 2020 sebanyak 154.165 orang, penurunan yang terjadi yaitu sebesar 86.183 namun
terjadi peningkatan pada tingkat kepatuhan pada tahun 2019 sebanyak 45 persen menjadi 86
persen pada tahun 2020 peningkatan yang terjadi sebanyak 41 persen. Namun pada thn 2021
terjadi peningkatan wp op sebesar 178.943 namun terjadi penurunan pada tingkat kepatuhan pada
tahun 2021 sebesar 60 persen penurunan yang terjadi sebanyak 26 persen. Yang artinya bahwa
tingkat kepatuhan wp op pada tahun 2019 lebih kecil dibandingkan pada tahun berikutnya.
Pasalnya, masih ada beberapa wajib perpajakan yang belum menyampaikan SPT Pajak ke KPP
Pratama Kabupaten Garut.
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Sejumlah faktor dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wp op faktor utama yaitu sanksi
perpajakan, yaitu hukuman pestimistis (negatif) yang diberikan pada individu yang mengabaikan
aturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan yang ditetapkan untuk meningkatkan
konsistensi warga (Akbar et al., 2019). Faktor kedua adalah kualitas pelayanan pajak ditengah
adanya wabah pendemi pelayanan perpajakan akan terus maju, tapi layanan akan dilakukan secara
online (Sonjaya, 2020). Penjelasan ini sesuai yang dikemukakan oleh Siamena et al., (2017),
Pranata & Setiawan (2015) Sanksi pajak & kualitas layanan perpajakan memberikan pengaruh
positif & signifikan terhadap kepatuhan wp op”.

2 Tinjauan Pustaka
2.1  Sanksi Pajak

Mardiasmo (2011:59) bahwa: “Sanksi pajak adalah pembayaran ganti rugi yang terhutang kepada
pemerintah dalam pembayaran berupa denda bunga karena tidak mematuhi semua peraturan
perundang-undang perpajakan”.

2.2 Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Chandra, F.T (2016) bahwa: “Kualitas pelayanan pajak adalah sebuah kemampuan yang
harus ditingkatkan untuk memenuhi semua harapan pelanggan, pelanggan merupakan kunci
utama untuk menaikan tingkat pelayanan”.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Rahayu (2010:137) bahwa: “Kepatuhan wajib perpajakan merupakan sistem penilaian sendiri,
atau sistem pajak yang memungkinkan wp dan memenuhi setiap hak dan kewajiban dalam
perpajakan yang berkaitan dgn perpajakan, didasarkan kepada kepatuhan wp dengan sukarela,
dimana wp bertugas mematuhi tanggung jawab perpajakannya sendiri, serta melaporkan &
membayar perpajakan dengan benar dan tepat waktu”.

2.4 Kerangka Pemikiran

Salah satu permasalahan yang menghambat pengumpulan pajak yaitu tidak adanya perhatian
publik dalam menyelesaikan semua tuntutan secara tepat waktu dan kurangnya kepercayaan
masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak
merupakan ketersediaan dalam membayar perpajakan untuk melakukan penilaian Rahayu
(2010).

Mardismo (2011:59) Sanksi perpajakan merupakan kompensasi pemerintah atas kerusakan yang
terhutang kepada pembayar pajak berupa denda bunga karena tidak mematuhi semua peraturan
perundang-undangan perpajakan”. Sanksi administrasif dan pidana merupakam jenis sanksi yang
berbeda. Denda administrasi dan denda terkait dengan administrasi, yang dikirimkan kepada
wajib pajak sebelum jatuh tempo, karena lalai melakukan kewajibannya. Sanksi yang sudah
dikeluarkan untuk wajib pajak yang sudah melebihi jatuh tempo membayar dalam mengukur
sanksi. Sanksi administrasif dengan indicator interest, penalties and increases. Sanksi pidana
dengan indikator criminal fines, imprisonment, imprisonment.
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Chandra, F.T (2016) Kualitas pelayanan pajak adalah sebuah kemampuan yang harus
ditingkatkan untuk memenuhi semua harapan pelanggan, pelanggan merupakan kunci utama
untuk meningkatkan tingkat pelayanan. Berikut ini adalah bentuk kualitas pelayanan tersebut
yaitu Reabiliti, Daya tangkap, Jaminan, Empati dan Bukti fisik, diberikan costumer pada
pelanggan. Hal ini dapat memyebabkan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan atau
pelaksanaan layanan tersebut dapat berdampak kepada konsistensi wajib pajak secara perorangan
ditengah krisis Covid-19.

Sesuai dengan kajian pustaka, penelitian terdahulu serta kerangka peneliti sudah digambarkan
diatas, maka pada saat itu peneliti mampu menarik hipotesis penelitian yaitu:
Hi: Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa
Pendemi Covid-19 di Kabupaten Garut.
H.: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Selama Masa Pendemi Covid-19 di Kabupaten Garut.
Hs: Sanksi pajak dan Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi Selama Masa Pendemi Covid-19 di Kabupaten Garut.

3 Metode Penelitian

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan sebagai metodologi utamanya dalam penelitian ini.
Dalam penelitian, digunakan variabel independen merupakan sanksi pajak (Xi) kualitas
pelayanan pajak (Xz). Meskipun pada variabel terkait yaitu kepatuhan wp op (). Jenis data dalam
penelitian yaitu data kuantitif. Data primer maupun informasi sekunder digunakan untuk
melengkapi sumber data dalam penelitian. Berikut merupakan metode saat mengimpulkan data,
yang sudah diterapkan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian kepustakaan, Penelitian lapangan dan
studi internet. Populasi pada penelitian merupakan warga negara di kabupaten garut adanya data
terbaru yaitu 178.943 wajib pajak. Sehingga jumlah data yang dipakai untuk penelitian adalah
100 wajib perpajakan yang sudah terdata KPP Pratama Kabupaten Garut. Uji validitas dan
reliabilitas harus dilakukan untuk mengetahui kualitas dari setiap data yang diberikan. Untuk
mengukur apakah survey tersebut valid atau tidaknya suatu kuesioner adalah jika r = 0,195.
Sedangkan uji realibilitas dikatakan realible/handal jika pada nilai Cronbach Alpha lebih tinggi
dari 0,6 (nilai standar) seperti yang dikemukakan oleh Ghozali (2016:47) Uji asumsi klasik
dipergunakan memeriksa apa kapasitas suatu medel relaps, sehingga penting untuk dilengkapi
penilaian dengan memakai uji normalitas, uji heteroskedasititas & uji multkolinearitas yang
dibantu oleh sofware SPSS Versi 26. Metode analisis yang dipakai untuk melakukan sebuah
penelitian yaitu: analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda & pengujian koefisien
determinasi (R?). Secara umum, analisis regresi linear yang dikembangkan oleh Zahrani (2021).

Perhitungan dengan menggunakan sofware SPSS Versi 26, analisis dilakukan dengan memakai
metode statistik. Sumber dalam hipotesis adalah:

1. Uji Persial

2. Uji Simultan

3. Analisis Koefisien Determinasi (R?)
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4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa
Pendemi Covid-19 di Kabupaten Garut

Hasil dari uji t menunjukan bahwa variabel Sanksi Pajak (X1) terhadap kepatuhan wp op thitung
4.347 berarti thiwng > traver (4.347 > 1.661) maka Ho ditolak H, diterima, hal ini menunjukan bahwa
kepatuhan wp op dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Sehingga, menunjukan bahwa kepatuhan
wp op meningkat seiring dengan semakin beratnya sanksi perpajakan. Besar atau kecilnya. Pada
tingkat kepatuhan wp akan ditentukan oleh sanksi perpajakan yang disebutkan oleh responden.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Roman Lumban Gaol & Freserika Heleniwati Sarumaha
(2022) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wp. Sanksi pajak digunakan untuk memberi
hukuman kepada setiap wp yang melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Selama Masa Pendemi Covid-19 di Kabupaten Garut

Hasil dari uji t menunjukan bahwa variabel Kualitas Pelayanana Pajak (X2) terhadap kepatuhan
wp orang pribadi sama atau lebih dari traper (2,259 > 1,661). Artinya, menunjukan bahwa
kepatuhan wp op di pengaruhi oleh kualitas layanan perpajakan. Hal ini, menunjukan bahwa
petugas KPP Pratama melayani wajib pajak dengan sangat baik, sehingga membuat mereka
merasa nyaman dengan pelayanan yang sudah ditawarkan dan mendorong wp untuk memenuhi
semua kewajibannya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Putu Aditya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015)
Kualitas layanan pajak memberikan pengaruh kepada kepatuhan wp. Kualitas layanan yang bagus
dapat dijadikan modal utama sehingga dapat menarik wp. Sehingga semakin tinggi kualitas
pelayanan perpajakan makan akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wp.

Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi Selama Masa Pendemi Covid-19 di Kabupaten Garut

Hasil uji F menunjukan Fuiung Sebesar 18.811, dengan taraf signifikan 0,000 dalam penelitian
yang sudah digunakan Frase (K;n-k) dan Frael (2;9) dengan tarif signifikan 5%, sehingga secara
keseluruhan Franel Sebesar 3,090. Hasilnya jelas menunjukan bahwa Fiwng > Fraser. Alpha (0,000
dan < 0,05). Sanksi Pajak & Kualitas layanan Pajak secara bersama? akan mempengaruhi tingkat
kepatuhan wp op selama wabah covid-19 di kabupaten garut, karena nilai signifikannya kurang
(dibawah) 0,05.

Kemudian besarnya Adjusted R Square (koefisien deteriminasi) sebesar 0.265 atau 26.6% (pada
tabel 4.37). Hal ini menunjukan bahwa secara bersama? variabel bebas (Sanksi Perpajakan &
Kualitas Pelayanan Pajak) memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wp op selama masa
pendemi covid 19 di kabupaten garut yaitu sebesar 26,5% & sisanya sebesar 73,5% yang
dipengaruhi pada variabel lain yang tidak di teliti pada penelitian ini.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Roman Lumban Gaol & Freserika Heleniwati Sarumaha
(2022) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wp. Sanksi pajak digunakan untuk memberi
hukuman kepada setiap wp yang melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Putu Aditya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015)
Kualitas layanan pajak memberikan pengaruh kepada kepatuhan wp. Kualitas layanan yang bagus
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dapat dijadikan modal utama sehingga dapat menarik wp. Sehingga semakin tinggi kualitas
layanan perpajakan makan akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wp.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan pada hasil kajian dan pembahasan, diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi
Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP OP Selama Masa Pendemi Covid 19 di Kabupaten
Garut. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP OP Selama Masa Pendemi
Covid 19 di Kabupaten Garut. Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap
Kepatuhan WP OP Selama Masa Pendemi Covid 19 di Kabupaten Garut.

Sehingga saran yang dapat diberikan yaitu petugas perpajakan harus lebih mengamati kualitas
pelayanan pajak yang diberikan pada WP OP agar membuat mereka merasa nyaman dengan
pelayanan yang sudah ditawarkan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi semua
kewajibannya. Petugas perpajakan harus lebih aktif untuk memberikan setiap informasi kepada
wajib perpajakan sehingga wp mengetaui kapan mereka harus membayar perpajakan agar
terhindar dari sanksi perpajakan. Untuk peneliti berikutnya disarankan menambah atau mencari
variabel yang berbeda agar dapat di generalisasikan lebih baik lagi.
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